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wahana camping, pantai, hutan, panggung terbuka, hingga jalur-jalur
sepeda terpaksa tutup sementara dari kegiatan wisata. Padahal,
atraksi sejenis itu yang umum dikunjungi oleh pasar wisatawan lokal,
khususnya di DIY. Jadi, bisa dipahami kemudian jika pengeluaran
atau belanja wisatawan juga terbatas.

Jika ada peluang pendek untuk dibuka, pengelola harus menyiap-
kan pelindung tambahan. Untuk itu akan ada biaya ekstra. Biaya ek-
stra juga berlaku bagi moda transportasi darat dan udara. Mereka
harus berhenti atau menunda perjalanan untuk menghindari risiko ke-
celakaan ketika badai hujan dan angin kencang melanda jalur darat
dan bandara-bandara kita. Perpanjangan waktu biasanya diikuti oleh
tambahan biaya perjalanan.  

Dampak negatif dialami oleh wisatawan, tidak hanya dari sisi  nilai
uang (value of money) tapi juga pengalaman wisata. Biaya untuk
paket perjalanan satu minggu misalnya, hanya mendapat nilai setara
3-4 hari. Selain itu, aktivitas wisata banyak terganggu atau dibatalkan,
padahal uang dan waktu sudah disediakan. Liburan yang sudah se-
jak lama direncanakan dan diharapkan akan menyenangkan,
akhirnya hanya berakhir dengan kekecewaan.

Hilir dampak itu dirasakan oleh penyedia jasa atraksi di destinasi.
Pelaku usaha di sepanjang mata-rantai jasa pariwisata kehilangan
transaksi yang signifikan. Omset menurun dan otomatis diikuti oleh
keuntungan yang menipis. Volume dan unit pekerjaan makin berku-
rang. Lalu, asumsi besar bahwa pariwisata adalah sumber pendapat-
an dan pencipta kesempatan kerja bagi banyak orang, kian diper-
tanyakan.

Tentulah sia-sia menyalahkan musim. Langkah konkret yang diper-
lukan adalah memitigasi dampak negatifnya. Pertama adalah
mencegah air tergenang di pusat-pusat atraksi pariwisata. Perlu di-
pastikan bahwa parit-parit aliran air di setiap pinggir jalan bersih dari
tumpukan sampah. Kontrol harian harus berjalan. Pengelola atraksi,
dinas kebersihan, dan masyarakat perlu memastikan air hujan meng-
alir ke saluran yang tersedia.

Kedua, peremajaan pohon peneduh yang berpotensi tumbang
atau dahannya rentan retak dan lepas agar keselamatan warga dan
wisatawan terjamin. Dahan-dahan pohon yang terlalu rindang perlu
dipotong untuk mencegah kemungkinan patah dan menimpa lalu lin-
tas orang dan barang. ‘Pohon besi’ yang nyaris keropos sejenis pa-
pan reklame yang menyesaki sudut jalan protokol juga perlu ditertib-
kan karena rentan runtuh diterjang angin kencang.

Ketiga, pemanfaatan secara terbatas dan selektif kawasan-
kawasan publik untuk tempat berteduh warga dan wisatawan.
Kompleks perkantoran dapat dibuka sebagai tempat parkir semen-
tara di pusat-pusat kota untuk menghindari kemacetan saat hujan de-
ras. Terutama bagi wisatawan yang datang berombongan dengan
menggunakan minibus, tempat darurat seperti itu sangat perlu.

Keempat adalah penyediaan informasi yang akurat dan real-time
tentang atraksi wisata yang nyaman bagi wisatawan. Media sosial
yang dikelola pelaku wisata dan netizen berperan untuk membagikan
informasi ini. Selain itu, penyematan informasi risiko yang mungkin ter-
jadi ketika badai hujan dan angin kencang di titik-titik atraksi juga sa-
ngat bermanfaat mencegah risiko.

Terakhir, dalam kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini, praktik ma-
najemen pengunjung destinasi menjadi keniscayaan. Keluar-masuk
wisatawan perlu diatur sesuai dengan jadwal. Jika hujan badai atau
angin puting-beliung mendera, mereka sudah paham ke mana harus
berlindung. Terutama pada atraksi favorit tapi berdaya-tampung ren-
dah, jadwal ketat menjadi pilihan demi kenyamanan dan keadilan ba-
gi sesama wisatawan.  (Penulis adalah Ketua Prodi Doktor PSdK
Fisipol UGM dan Tenaga Ahli Puspar UGM)-d

BSI Siap Jadi Akselerator Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA(KR) - Perbankan syariah diperkirakan melan-

jutkan pertumbuhan impresif dengan proyeksi pertumbuhan
di atas perbankan nasional pada 2025, ditopang prospek per-
tumbuhan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana
pihak ketiga hingga dua digit. Selain itu, sektor keuangan
syariah diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif di te-
ngah tantangan perekonomian domestik 2025, dengan sek-
tor perbankan syariah menjadi penggerak utamanya.

Direktur Treasury & International Banking BSI Ari Rizaldi di

Jakarta, Senin (23/12) mengatakan, perkembangan ekonomi
yang cukup baik sepanjang 2024 bisa menjadi pijakan untuk
mempertahankan tumbuh positif ekonomi nasional di 2025
mendatang. Kondisi ekonomi global yang menantang dan
konflik di Timur Tengah, nyatanya tidak banyak mempenga-
ruhi ekonomi nasional.

Ari menyebut, 2025 akan menjadi momentum bagi BSI
untuk terus tumbuh. Ini tidak lepas dari faktor uniqueness
yang dimiliki bank syariah terbesar di Indonesia itu.     (Ogi)-d

KR-Juvintarto
Narasumber Diskusi & Outlook Bisnis dan Ekonomi DIY
Tahun 2025 mendapatkan cenderamata dari Bank BPD DIY.

Mengusung tema 'Opportunities, Challenges and
Strategies for Growth' acara kerja sama Kadin DIY, Bank
BPD DIY dan ISEI Cabang Yogyakarta ini menghadirkan
narasumber Robby Kusumaharta (Wakil Ketua Kadin
DIY), Arya Jodilistyo (BI DIY), Ike Janita Dewi PhD (FE
USD/GIPI DIY), Gumilang Arya Sahadewo PhD (Wakil
Ketua ISEI Yogyakarta/Wakil Dekan FEB UGM) dengan
moderator Dr Y Sri Susilo.  "Perlu ditingkatkan upaya untuk
meningkatkan length of stay dan spending, khususnya
wisatawan dari Asia dan Nusantara," tegasnya

Disebutkan, pangsa wisman dari Malaysia dan
Singapura ke DIY hingga saat ini masih menjadi yang ter-
tinggi, masing-masing 39 persen dan 14 persen (faktor
penerbangan langsung kedua negara ke YIA). "Promosi
DIY sebagai pilihan tempat MICE harus lebih digalakkan
dengan infrastruktur memadai untuk event nasional dan in-
ternasional," ujarnya. (Vin)-d

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai
UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP).

"Sesuai  amanah UU tentang Harmoni Peraturan
Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah diten-
tukan, tarif PPN tahun depan naik sebesar 12 persen per 1
Januari 2025," kata Airlangga dalam konferensi pers Paket
Kebijakan Ekonomi di Jakarta 16 Desember 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyebut pe-
merintah bakal membebaskan PPN untuk sebagian
barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
Barang-barang itu mencakup beras, daging ayam ras,
daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan
sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gem-
bolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tu-
na, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit,
bawang merah dan gula pasir.

Kemudian, tepung terigu, minyak goreng merek
Minyakita dan gula industri menjadi bahan pokok yang
diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah
(DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di
11 persen. (Ant/Obi)-d


